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Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat

menyel enggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni
Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.”
Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy); (ii)
undang-undang perpajakan (tax laws); dan (iii) administrasi perpajakan (tax administration). Ketiga unsur
tersebut saling berkait dan menunjang satu samalain bagi terselenggaranya pemungutan pajak.

Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan
perpajakan yang telah diambil. Kebijakan perpajakan yang secaraformal dirumuskan dalam undang-undang
dan peraturan perpajakan harus didukung oleh administrasi perpajakan yang baik. Administrasi perpajakan
menentukan berhasil tidaknya sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara.

Suatu pemungutan pajak yang baik harus menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi wajib pajak. Untuk
dapat memberikan sualu kepastian hukum, peraturan perpajakan harus mengatur secara jelas, tegas, dan
tidak multi tafsir sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Dengan demikian sarana dan
prosedur bagi suatu pemungutan pajak harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perpajakan sehingga
dapat mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tesisini bertujuan unluk menganalisis tentang persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara
mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits sehubungan dengan penghasilan berupa bunga,
dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia. Untuk dapal diterapkannya ketentuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara mitra perjanjian,
terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak daiam negeri dari negara mitra
perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits (fasilitas PBB).

Dalam pelaksanaannya, ketentuan P3B disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk
mendapatkan treaty benefits tersebut dengan cara melakukan treaty shopping, yakni mendirikan Suatu
conduit company di negaratreaty partner. Ketentuan perpajakan Indonesia belum mengatur secaralengkap
dan jelas persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang memintatreaty benefits
tersebut, sehingga menimbulkan persengketaan antara wajib pajak dengan pihak fiskus. Untuk memberikan
kepastian hukum, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat suatu peraturan perpajakan dan sistem
administrasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak
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untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Daam menganalisis pel aksanaan pemberian treaty benfits sehubungan dengan penghasilan bcmpa bunga,
dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia, penulis melakukan penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data dan temuan berupa
informasi dan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan Iapangan, yakni wawancara terhadap
pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut, dianalisis untuk memecahkan pokok permasalahan yang
telah dirumuskan.

Berdasarkan teori dan pendapat para ahli perpajakan intemasional dapat disimpulkan bahwa pemberian
treaty benefits dimaksud harus memenuhi persyaratan materiil berupa residency requirements dan beneficial
ownership requirements. Sedangkan prosedur untuk mendapatkan treaty benefits dimaksud yang merupakan
persyaratan formal atau administratif adalah dengan menyampaikan sertifikat yang diterbilkan oleh
Competent Authority di negara mitra perjanjian yang menyatakan bahwawajib pajak dimaksud berdomisili
di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan dimaksud.

Sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang baik dan memberikan kepastian hukum, disarankan agar
Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengaturan tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi
oleh Wajib Pajak yang meminta treaty benefits berupa sertifikat yang diterbitkan oleh tax authority di negara
domisilinya Sertifikat tersebut harus memberikan informasi mengenai dasar penetapan Status resident Wajib
Pajak Dalam Negeri di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan yang
bersumber di Indonesia besertainformasi yang mendasarinya.

<hr><i>The Directorate General of Taxation as one of the element in tax administration are emphasized to
run ataxes system based on Undang-Undang Dasar 1945 (highest regulation in Indonesia) article 23 point 2,
that says "all taxes for country revenue are based on Undang-Undang (supreme regulation after the Undang-
Undang Dasar 1945 in Indonesia).” The tax system in Indonesia consist of three main elements, which is (i)
taxes policies; (ii) tax laws; and (iii) tax administration. All of this three elements are connected and
working with synergy in collecting revenues for the country.

Tax administration play a significant roles in sustaining a succesfull tax policy. Tax policy that formally
planned in Undang-Undang dan tax regulation need to be supported by excellent tax administration. Tax
administration will defined whether the implementation of taxes system and tax policy in acountry will be
succed or not.

A good tax collection must ensure a certainty of law for the taxpayer. To do such thing, the tax regulation
must be clear enough to reduce ambiguity in interpretation. This way, the procedure and tools for tax
collection must be formally written in tax regulation so it can improve overall compliance level of the
taxpayer and increase the revenues for the country.

The goals of thisthesisis to analyze the requirements for resident taxpayer from atreaty partner to enjoy the
treaty benelits from interests, dividends, and royalies revenue received from Indonesia. To implement the
Double Taxation Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) between Indonesia and treaty



partners, there are some requirements that must be met by the resident taxpayer.

In practice, the agreement are misused by parties with no rights to do so, they done it by conducting a treaty
shopping, creating a conduit company in treaty partners.</i>



